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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa 

koefisien regresi variabel Surat Teguran sebesar 0,005 berarti bahwa 

setiap peningkatan Surat Teguran sebesar 1 surat, maka akan 

meningkatkan (karena tanda +) Pembayaran Tunggakan Pajak 

Penghasilan KPP Pratama Gorontalo sebesar LN 0,005. Dengan 

ketentuan variabel lainnya dengan nilai yang konstan. Karena nilai thitung 

yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai ttabel. Nilai signifikansi Surat 

Teguran lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (alpha 0,05) Surat Teguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan 

Pajak Penghasilan dari KPP Pratama Gorontalo  tahun 2012-2014. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh Surat 

Paksa terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan ditemukan 

bahwa koefisien regresi variabel Surat Paksa sebesar 0,191 berarti 

bahwa setiap peningkatan Surat Paksa sebesar 1 surat, maka akan 

meningkatkan (karena tanda +) Pembayaran Tunggakan Pajak 

Penghasilan KPP Pratama Gorontalo sebesar LN 0,191. Dengan 

ketentuan variabel bebas lainnya dengan nilai yang konstan. Karena 
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nilai Maka thitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai ttabel. Nilai 

signifikansi Surat Paksa lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 sehingga 

pada tingkat kepercayaan 95% (alpha 0,05) Surat Paksa berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak 

Penghasilan dari KPP Pratama Gorontalo  tahun 2012-2014. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (pengujian simultan) ditemukan 

bahwa secara simultan variabel surat teguran dan surat paksa memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak 

Penghasilan KPP Pratama Gorontalo. Hal tersebut karena nilai Fhitung 

lebih besar dari nilai Ftabel. Sedangkan berdasarkan pengujian kekuatan 

hubungan atau besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat ditemukan nilai R Kuadrat yang disesuaikan (Adjusted R Square) 

sebesar 0,901. Nilai ini berarti bahwa sebesar 18,7% besarnya 

Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan KPP Pratama Gorontalo 

dipengaruhi oleh rasio keuangan perusahaan yakni Surat Teguran dan 

Surat Paksa . Dapat pula disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas 

masih kurang mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari 

variabel lain terhadap Tingkat Pembayaran Tunggakan Pajak 

Penghasilan sebesar hanya 81,3%. Penggunaan R Kuadrat yang 

disesuaikan (Adjusted R Square) karena dalam penelitian ini 

menggunakan lebih dari 1 variabel bebas. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap wajib 

pajak yang menunggak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada 

dan berlaku di Indonesia. 

2. Sebaiknya penelitian selanjutnya meneliti faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pembayaran tunggakan pajak penghasilan, seperti 

pemberlakuan sanksi administrasi, denda administrasi, dan kepatuhan 

wajib pajak, Karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa surat 

teguran dan surat paksa walaupun signifikan pengaruhnya, namun 

masih sangat kecil yakni hanya sebesar 18,7%.  
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